
Az18-
BUPATI TOJO UNA-UNA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR T A H U N  2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEARSIPAN DAERAH

DENGAN FIAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang: a .  bahwa  d a l a m  r a n g k a  pengelolaan d a n  penyelenggaraan
administrasi pemerintahan d i  daerah, ars ip mempunyai fungsi
sebagai s a i a h  s a t u  p u s a t  i nga tan  s u a t u  organisasi  d a n
merupakan bagian bahan pertanggungjawaban nasional yang
dikelola, dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan
bukti, bahan penelitian dan diberdayakan un tuk  kelangsungan
pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. bahwa  un tuk  menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan
terpercaya, m a k a  pengelolaan k e a r s i p a n  d i  l i n g k u n g a n
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Mi l ik  Daerah, Pemerintahan
Des L - r n b a g -  Pendidikan,  Organisas i  Po lo*
Kemasyarakatan, Perusahaan dan Perseorangan harus dikelola
melalui s i s t e m  pengelolaan kears ipan  y a n g  komprehensif,
terpadu, dan berkesinambungan;

c. b a h w a  untuk menjamin kepastian hukum. terhadap Pengelolaan
Kearsipan Daerah, perlu diatur dengan peraturan Daerah;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ,  h u r u f  b  dan  h u r u f  c,  pe r lu  menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Kearsipan Daerah;

Mengingat :  1 .  Pasal  1 8  a y a t  ( 6 )  U n d a n g - U n d a n g  D a s a r  N e g a r a
Republik Indonesia Tabun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008 tentang Informasi dan
Transaksi E lekt ron ik  (Lembaran Negara Repub l ik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 1 4  Ta h u n  2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publ ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nornor 61, T--n LAlCb̂ ĥ n Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor  4 3  Ta h u n  2 0 0 9  ten tang  Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor
5587) sebagairna.,'1a. telah ditlbah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemer in tah  N o m o r  2 8  T a h u n  2 0 1 2  t e n t a n g
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 3  Ta h u n  2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012
Nomor 5 3 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 5286);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang
Tata Kearsipan d i  Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1282);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH T E N TA N G  PENGELOLAAN KEARSIPAN
D . A . L SER,A.H.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
2. A r s i p  adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat
dan diterima oleh lembaea negara, pemerintah daerah, lembaea nendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. A r s i p  a d a l a h  arsip yang digunakan secure langeung dalam keg,iatan
penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

4. A rs i p  vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi
kelangsungan operasionai Pencipta Arsip, t idak  dapat diperbarui, dan  t idak
tergantikan apabila rusak atau hilang.

5. A r s i p  terjaga adalah ars ip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan
kelangsungan h i d u p  bangsa d a n  negara y a n g  h a m s  d i j aga  keutuhan,
keamanan, dan keselamatannya.

6. A r s i p  umum adalah arsip vang tidak termasuk dalam kategori arsip teriaea.
7. A rs i p  akt i f  adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus

menerus.
8. A rs i p  inaktif adalah arsip vane frekuensi penggunaannya telah men



Vt . '9. A rs ip  statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki
nilai g u n a  kesejarahan, t e l a h  h a b i s  re tens inya,  d a n  berketerangan
dipermanenkan yang telah diverifikasi b a i k  secara langsung maupun t idak
langsung oltth ANRI dan/  atau Lembaga Kearsipan kemudian citisimpan !.1C a111
lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi tugas Arsip Daerah.

10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam
peiaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab d i  bidang pengeioiaan arsip
dinamis.

11. Unit pengolah adalah u n i t  ker ja  pada SKPD y a n g  melaksanakan fungs i
pengolahan semua  a rs ip  berkaitan dengan kegiatan penciptaan a rs ip  d i
lingkungannya.

12. Arsiparis adalah Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang
diperoleh mela lu i  pendidikan formal  dan /a tau  pendidikan d a n  pelat ihan
kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan
kegiatnn kearsipan.

13. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaaannya bagi
kepentingan pengguna arsip.

14. Retensi Arsip adalah penentuan jangka waktu simpan suatu arsip atas dasar
nilai guna yang terkandung di dalamnya.

15. Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem
yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang
memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang
saline mempenearuhi dalam penyelenaaaraan kearsipan secara Nasional.

16. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah
sistem in formasi  a r s i p  secara Nasional y a n g  d ike lo la  o l e h  A N R I  y a n g
menggunakk...--1 sarana ja.-ingan k e a r s i p , m n  nasiona'Al.

17. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah
sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara Nasional yang
dikelola oleh

18. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi
tentang jangka waktu penyimpanan arsip yang dipergunakan sebagai pedoman
penyusutan arsip.

19. Penyusutan Ars ip  adalah kegiatan pengurangan jumlah ars ip  dengan cara
memindahkan arsip inaktif  dari Unit Penaolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan
arsip yang tidak bernilai guna dan menyerahkan arsip statis kepada Lembaga
Kearsipan.

20. Penyelen-aronn Kearsipan adalah keselurulian 1-..egiatnn meliput i  kebijaka.nr* ,
pembinaan kearsipan dan  pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan
nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta
sumber daya iainnya.

21. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara
efisien, e f e k t i f  d a n  s is temat is  m e l i p u t i  penciptaan,  penggunaan d a n
pemeliharaan serta penyusutan arsip.

22. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien,
efektif dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan,
pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

23. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada
lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui I tea tar l  penyerahan arsip statis
dan hak pengelolaannya dari Pencipta Arsip kepada lembaga kearsipan.

24. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi
arsip yang merniliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara
langsung maupun t idak  langsung oleh lembaga kearsipan d a n  dicar i  oleh
lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.

25. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah
lembaga kearsipan berbentuk lembaga Pemerintah n o n  kementerian yang
melaksanakan tueas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di lb
Negara.



'26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merunakan kesatuan
balk yang melakukan usaha maupun yang t i dak  melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Usa.ha Mil ik Daerah (BUMD) deng—i narna dan - " a m  ben t " -  apapun, Firma,
Kongsi, Koperasi ,  D a n a  Pensiun,  Persekutuan, Perkumpulan,  Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga,
clan tsentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolekt i f  dan bentuk
usaha tetap.

27. Badan Usaha Mi l ik  Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintahan
daerah mela lu i  penyertaan secara langsung yang  berasal dan  kekayaan
pemerintahan daerah yang dipisahkan.

28. Organisasi kearsipan adalah u n i t  kearsipan d a n  lembaga kearsipan yang
melaksanalcan kegiatan penyelenggaraan kearsipan.

29. Perneliharann a r s i p  ada lah  kegiatan rnenjaga. keutuhan,  keamanan, d a n
keselamatan arsip balk fisik maupun informasinya.

30. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan  penyediaan arsip bagi
kepentingan pengguna arsip yang berhak.

31. Pemberkasan adalah penempatan naskah (item) ke dalam suatu himpunan yang
tersusun secara sistematis d a n  logis sesuai dengan konteks kegiatannya
sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan
jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.

32. Program a rs i p  v i t a l  ada lah t indakan d a n  prosedur y a n g  sistematis d a n
terencana yang bertujuan unuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan
arsip vital Pencipta Arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah.

33. Arsip yang autentik adalah arSip yang inforrnasinya memiliki stn.:Litt-Jr, isi, dan
konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama ka l i  arsip tersebut
diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau
kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip.

34. Bantuan luar negeri adalah adalah bantuan yang berasal dari. Pemerintah luar
negeri, Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah d i  l ua r  negeri,
Perserikatan Bangsa-Bangsa a tau  organisasi mult i lateral la innya termasuk
badan-badannya, o r g a n i s a s i  a t a u  l e m b a g a  in te rnas iona l ,  o r g a n i s a s i
kemasvarakatan l u a r  n e g e r i ,  s e r t a  b a d a n  u s a h a  m i l i k  Pemer in tah
Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri dan Badan swasta di luar negeri.

35. Alih media arsip adalah kegiatan pengalihan media yang dilaksanalcan dalam
bent-1/4 - - d i a  apapun sesuai kemµiva▶t te.knologi informasi dan komu.nikasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

36. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
37. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur  Penyelengara Pemerintahan

Daerah yang  memimpin pelaksanaan u rusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

38. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
39. Perangkat Dae rah  a d a l a h  u n s u r  pembantu  B u p a t i  d a n  D P R D  d a l a m

nenveleneearaan urusan pemerintahan vane menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2
(1) Ruang lingkup Pengelolaan Kearsipan Daerah meliputi keseluruhan penetapan

kebijakan pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu SKN yang
didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya
lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Ruang l ingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mel iput i  kegiatan yang
dilakukan o l e h  Perangkat Daerah, BUMD,  Pemerintahan Desa,  l e  a g a
pendidikan, perusahaan, organisasi poli t ik, organisasi kemasyarakatardan
p.erorangan.



BAB II
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Penyeleneearaan Kearsipan dilakukan Pemerintah Daerah dalam suatu SKN.

Pasal 4

Guna mewujudkan t u l u a n  penvelenggaraan kearsipan, Pemer intah Daerah
melakukan hal sebagai berikut:
a. pengangkatan tenaga fungsional Arsiparis dan/atau tenaga kearsipan pada

✓aernuna, RT TMn
b. penyelenggaraaan pelatihan kearsipan;
c. penyediaan sarana dan prasarana kearsipan sesuai standarisasi kearsipan;
d. penetapan dan peiaksanaan sistem kearsipan yang serasi dan terpadu dengan

SKN dan JIKN;
e. penetapan jadwal retensi arsip;
f. penel i t ian dan pengembangan kearsipan;
g. sosialisasi dalam rangka menumbuhkan budaya tertib arsip di Daerah; dan
h. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dalam rangka

mewujudkan penyelenggaraan k e a r s i p a n  y a n g  m a m p u  mengh impun ,
memelihara, menyelamatkan dan mengamankan bahan pertanggungjawaban
Pernerin"4-1. rIner-h.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kearsipan Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan
dilaksanakan. oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah.

Bagian Kedua
Pembangunan SKN, Pembangunan SIKN dan Pembentukan JIKN

Paragraf 1
Pembangunan SKN

Pasal 6
(1) Perangkat Daerah yang membidangi tugas ars ip  daerah menyelenggarakan

kearsipan y a n g  komprehensif d a n  terpadu mela lu i  SKN u n t u k  menjaga
au Len Lisi Las dan ke u Luhan arsip.

(2) SKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku un tuk  pengelolaan arsip
dinamis dan pengelolaan arsip statis.

Pasal 7
SKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berfungsi untuk:
a. mengindentifikasi keberadaan Ars ip yang memil ik i  keterkaitan informasi d i

semua organisasi Kearsipan;
b. rnenghubungkan keterl-mitnn Arsip sebagai sate keutuhan informasi; dan
c. menjamin  ketersediaan Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya.



Paragraf 2
Pembangunan SIKN

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah membangun SIKN
untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan Arsip
sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan Pemerintaha.n Daerah,
memori kolektif daerah, dan simpul pemersatu Daerah dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Dalam melaksanakan. fungsi SIKN, Perangkat Daerah yang membidangi tugas
arsip daerah membentuk JIKN.

Pasal 9

SIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berfungsi untuk:
a. mewujudkan Arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;
menjamin akuntabilitas rnanajernen penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

c. menjamin penggunaan informasi hanya kepada pihak yang berhak; dan
d. menjamin ketersediaan Arsip sebagai memori kolektif bangsa.

Paragraf 3
Pembentukan JIKN

Pasal 10

(1) JIKN berfungsi untuk meningkatkan:
a. akses dan mutu layanan Kearsipan kepada masyarakat;
b. kemanfaatan Arsip bagi kesejahteraan rakyat; dan
c. pecan serf,a magyar akat dalam bidang KearSipaan.

(2) Penyelenggaraan JIKN adalah Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip
daerah sebagai pusat jaringan Daerah.

Bagian Ketiga
Organisasi Kearsipan

Pasal 11
(1) Organisasi Kearsipan terdiri atas Unit Kearsipan dan Unit Pengolah.
(2) Unit Kearsipan dan  Uni t  Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk oleh Per..ngkat Daerah, BUIVID, dan Pemerin+-han Desa.

Bagian Keempat
Unit Kearsipan

Pasal 12

Unit Kearsipan di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memiliki
fungsi:
a. pengelolaan Arsip inaktif dari Unit Pengolah di lingkungannya;
b. pengolahan Arsip dan pen:ymjian Arsip menjadi informasi;
c. pemusnahan Arsip di lingkungan lembaganya;
d. penyerahan Arsip statis oleh Pimpinan Pencipta Arsip kepada Perangkat Daerah

yang membidangi tugas arsip daerah; dan
e. pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan Kearsip d i

lingkungannya.



I Pasal 13
Unit Pengolah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memiliki fungsi:
a. pengelolaan Arsip aktif di unit satuan kerja lingkungannya;
b. pengelolaan Arsip inaktif di unit satuan kerja lingkungannya;
c. pemindahan A rs i p  i nak t i f  o leh Pimpinan u n i t  sa tuan ke r j a  kepada u n i t

Kearsipan.

Pasal 14
(1) Un i t  Kearsipan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengelolaan A rs ip  i nak t i f  d a r i  U n i t  Pengolah Perangkat
Daerah, BUMD, dan Pemerintahan Desa;

b. melaksanaka_n pemusnahan Ars ip  d a n  Perangkat Daerah, B U
Pemerintahan Desa;

c. mempersiapkan penyerahan Arsip statis oleh Pimpinan Perangkat Daerah,
BUMD, d a n  Pemerintahan Desa kepada Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi tugas arsip daerah; dan

d. melaksanakan pembinaan d a n  evaluasi da lam rangka penyelenggaraan
Kearsipan di lingkungannya.

(2) U n i t  Pengolah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas:
a. melaksanakan peneelolaan Arsip aktif di unit satuan kerja linekuneannya;
b. melaksanakan pengelolaan Arsip inaktif di unit satuan kerja lingkungannya ;
c. mempersiapkan pemindahan Arsip inaktif  oleh Pimpinan un i t  satuan kerja

kepada ur i t  Kez.irsipan.

Pasal 15
(1) Perangkat Daerah  y a n g  membidangi t ugas  a r s i p  daerah  melaksanakan

pengelolaan Arsip statis yang diterima dari:
a. Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintahan Desa;
b. Organisasi Politik;
c. Organisasi kemasyarakatan; dan
d. Perseora.n.gan.

(2) Selain pelaksanaan pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah memiliki tugas untuk
melaksanakan sebagai berikut:
a. pengelolaan Arsip inakti f  yang memiliki retensi paling kurang 10 (sepuluh)

tahun yang berasal dan Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintahan Desa;
dan

b. pembinaan Kearsipan terhadap Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintahan
Desa di Daerah.

Pasal 16

(1) Un i t  Kearsipan p a d a  Perangkat Daerah, B U M D  d a n  Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh PNS atau
Pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang Kearsipan.
Kornpete,.nsi sebagaitr..ana dimaksud pada a3,-at- (1) diperoleh mel-lui pendidikan
formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan.

Pasal 17

(1) Perangkat Daerah  y a n g  membidangi t ugas  a r s i p  daerah  melaksanakan
pernbinaan dan perigernba.ngan arsipai-is d  t e n a g a .  kearsipan yang n-iernilild
kompetensi dan profesionalisme di bidang Kearsipan.

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dil
melalui Pendidikan/pelatihan Kearsipan.



Pasal 18
(1) Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintahan Desa menyediakan sarana dan

prasarana Kearsipan sesuai dengan standar Kearsipan untuk  penyelenggaraan
dan pengelolaan Arsip.

(2) Sarana d a n  prasarana Kearsipan sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (1)
dimanfaatkan dan dikembanekan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi.

Bagian Kelima
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Pasal 19

Arsip yang tercipta dari kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan kegiatan yang
didanai dari APBD dinyatakan sebagai Arsip milik Daerah.

Pasal 20

(1) Perlindungan dan penyelamatan Arsip terhadap dampak bencana yang bukan
merupakan bencana nasional dilaksanakan oleh Pencipta Arsip, dan/atau arsip
Daerah yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi tugas
Penanggulanga.n Bencana Daerah.

(2) Penyelamatan dan pelestarian Arsip yang bernilai strategis nasional dan/atau
yang lingkupnya nasional dilaksanakan sesuai dengan per aturan perundang-
undangan.

(3) Dalam h a l  ter jadi  penggabungan dan/a tau pembubaran Perangkat Daerah,
Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelamatan Arsip.

(4) Upaya penyelamatan Arsip sebagai akibat penggabungan dan/atau pembubaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi tugas arsip daerah sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan tugas.

Pasal 21
(1) Penyelamatan dan pelestarian Arsip yang asli sebagai sebuah dokumen bagi

Pemerintah Daerah dapat diwujudkan dalam bentuk mikro film, Compact Disc,
fotocopy atau media iainnya.

(2) Penyelamatan dan pelestarian Arsip asli berupa fotocopy sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui legalisasi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Bagian Keenam
Sosialisasi Kearsipan

Pasal 22

(1) Perangkat Daerah y a n g  membidangi tugas a rs ip  daerah mengintensifkan
sosialisasi Kearsipan dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar Arsip.

(2) Sosialisasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan melalui
pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan serta melalui penggunaan
media komunikasi dan informasi.

(3) Sosialisasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi
Perangkat Dae rah ,  B U M D ,  Pemerintahan D e s a ,  Lembaga  Pendid ikan,
Perasaha r I r g a n i s a s i  O r g ^  Kemar,37E.trakatan thin

(4) Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah menyediakan layanan
informasi A r s i p ,  konsul tas i ,  d a n  b imb ingan  u n t u k  pengelolaan ip
masyarzkat.



BAB III
PENGEL0LAAN ARSIP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1) Pengelolaan Arsip di Daerah dilakukan terhadap Arsip dinamis dan Arsip statis.
(2) Pengelolaan Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:

a. arsip vital ;
b. arsip aktif; dan
c. arsin inaktif.

(3) Pengelolaan Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  menjadi
tanggung jawab Pencipta Arsip.

(4) Pengelolaan Arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah.

(5) Pelaksanaan pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Arsiparis dan/atau Tenaga Kearsipan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Arsip Dinamis

Paragraf 1
U m u r n

Pasal 24
(1) Pengelolaan Arsip dinamis wajib dilakukan oleh Pencipta Arsip yang meliputi:

a. Perangkat Daerah, BUMD,  Pemerintahan Desa, Perguruan Tinggi, d a n
Perasahaan yansg kegicatnnir.ypa didanai dengan SaulDBD dan/ attau Iaantuan luar
negeri; dan

b. Pihak ketiga yang menerima pekerjaan dar i  Perangkat Daerah, BUMD,
Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

(2) Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
setelah Pihak Ketiga mempertanggungjawabkan kegiatannya.

(3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) wajib
menyerahkan Arsip yang tercipta dari kegiatan yang didanai dengan APBD

CP) d a n / a t a u  bantuan luar negeri.
(4) Kewajiban pengelolaan Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku pula bagi Organisasi Politik dan 0rganisasi Kemasyarakatan terhadap
Arsip yang tercipta dari kegiatan yang didanai dengan APED dan/atau bantuan
luar negeri.

(5) Pengelolaan Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penciptaan arsip;
b. penggunaan arsip;
c. pemeliharaan arsip; dan
d. penyusutan arsip.

(6) Pencipta Arsip yang tidak mengelola Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, yang dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. penundaan kenaikan gaji berkala; dan

penu-ndnnn lce-nitikan i n a n e -cat b a g i  Pericipta Sa.rsip d a r i
Perangkat Daerah.



Paragraf 2
Penciptaan arsip

Pasal 25

(1) Penciptaan Ars ip  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 4  ayat  (5) h u r u f  a
meliput kegiatan:
a. pembuatan Arsip; dan
b. penerimaan Arsip.

(2) Pembuatan d a n  penerimaan Ars ip  sebagaimana d imaksud pada  aya t  (1)
dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi Arsip, serta sistem
klasifikasi keamanan dan akses Arsip.

(3) Tata naskah dinas, kiasifikasi Arsip, serta sistem kiasifikasi keamanan dan
akses A r s i p  di tetapkan o leh  p impinan Pencipta A r s i p  berpedoman pada
peraturan. perundang-undangan.

Paragraf 3
Pe,nggunacm ,Aar sip

Pasal 26

(1) Penggunaan Arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24  avat  (5)
huruf b  d ipe run tukkan  b a g i  kepent ingan Pemerintahan D a e r a h  d a n
masyarakat.

(2) Ketersefli—n d^n. auter+4sitas SA.rsip r n e n j a d i  4Z a n ggung jawab Pencipta
Arsip.

(3) Pimpinan Unit  Pengolah bertanggungjawab terhadap ketersediaan, pengolahan,
penyajian Arsip vital dan Arsip aktif.

(4) Pimpinan Unit Kearsipan bertanggungjawab terhadap ketersediaan, pengolahan
dan penyajian A rs ip  i nak t i f  u n t u k  kepentingan penggunaan internal  d a n
kepentingan publik.

(5) Dalam rangka ketersediaan Arsip untuk kepentingan akses, Arsip dinamis dapat
dilakukan alih media.

(6) Penggunaan Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemeliharaan Arsip

Pasal 27

(1) Pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 avat (5)
huruf c  di lakukan u n t u k  menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan
keselamatan Arsip.

(2) Pernelatru-ann d i n a r a i s  meliputi pemeliharaan hAArsip Iital„ALrsip aktif, dom
Arsip inakt i f  balk yang termasuk dalam kategori Arsip terjaga maupun Arsip
13.1711.1111.

(3)Pemeliharaan Arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan:
a. pemberkasan arsip aktif;
b. penataan arsip inaktif;
c. penyimpanan arsip; dan
d. alih media.

Pasal 28

(1) Pemeliharaan Arsip aktif menjadi tanggung jawab Pimpinan Unit Pengolah.
I r r i  D e r . , "  4.1 _ . - .  I., A

0 . , 111 . 0 . 0 A 11  A CAA C A A A . 11  A  A A  0 . 1 . 1 . 0  W I .  LA 1 - e & : a t a t i  p e r a b e r k a s . ,

penyimpanan Arsip.



Pasal 29

(1) Pemeliharaan Arsip inaktif menjadi tanggungjawab Kepala Unit Kearsipan.
k.r. L '  %...11.1A-el'I) /1.11*ara-n A r s i p  i n a k t i f  d i l akukan  k e g i a t a n  pence*. nnn

penyimpanan.

Pasal 30

(1) Dalam rangka pemeliharaan Arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3) 111.1111f d dapat dilakukan alih media " l  sip.

(2) Dalam melakukan a l ih  media Arsip pimpinan masing-masing Pencipta Arsip
menetapkan kebijakan alih media Arsip.

(3) Al ih  media arsip diiaksanakan dengan memperhatikan kondisi Arsip dan nilai
informasi.

(4) Arsip y a n g  d i a l i h  mediakan t e tap  d is impan u n t u k  kepentingan h u k u m
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paraeraf 5
Penyusutan Arsip

Pasal 31

(1) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24  ayat  (5) h u r u f  d,
dilalculcan oleh Pencipta Arsip berdasarkan

(2) Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintahan Desa wajib memil iki  JRA yang
ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintahan Desa,
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam rangka melaksanakan penyusutan d a n  penyelamatan A rs ip  da lam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Perguruan
Tinggi, Perusahaan, Organisasi Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan harus
memiliki JRA.

(4) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan Pereuruan
Tinggi, Perusahaan, Organisasi  Pol i t ik ,  d a n  Organisasi  Kemasyarakatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pen3rusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 avat (1), meliputi:
a. pemindahan Arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
b. pemusnahan A r s i p  y a n g  t e l a h  h a b i s  re tens i  d a n  y a n g  t i d a k  memi l i k i

nilai g a l a  d i laksanak= sesuai dengan peraturan penmdang-undangan; dan
c. penyerahan Arsip statis oleh Pencipta Arsip kepada Perangkat Daerah yang

membidangi tugas arsip daerah.

Pasal 33

Pemindahan Ars ip  inak t i f  dar i  U n i t  Pengolah k e  U n i t  Kearsipan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diatur oleh Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 34

(1) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huru f  b dilakukan
J .  LA-el A C I A / C 1 L P  / , 1 1 T o n , '  J  . . . . s .

a. t idak  memiliki nilai guna;
b. te lah habis retensinya dan berketerangan dirnusnahkan berdasarkan JRA;
c. t i dak  ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
d. t i dak  berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara



(2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waj ib dilaksanakan
sesuai dengan prosedur yang benar.

(3) Pemusnahan Ars ip  sebagaimana dimaksud pada  aya t  (1) pada  Perangkat
Daerah, BLIMD, dan PernerintaiLian Desa rnerupakan tanggung jawab Pimpirian
Perangkat Daerah, BUMD, dan Kepala Desa.

Pasal 35

Prosedur pemusnahan Ars ip  sebagaimana dimaksud da lam Pasal 3 4  ber laku
ketentuan sebagai berilcat:
a. pembentukan Panitia Penilai Arsip;
b. penyeleksian Arsip;
c. pembuatan daftar Arsip usui musnah oleh Arsiparis di Unit Kearsipan;
d. peni laian oleh Panitia Penilai Arsip;
e. permintaan persetujuan dari Pimpinan Pencipta Arsip;
f. penetapan Arsip yang akan dimusnahkan; dan
g. pelaksanaan pemusnahan.

Pasal 36

(1) Pembentukan pani t ia penilai Ars ip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
hu.--uf a ditetapkan oleh Pimpinan Pencipta Arsip.

(2) Panitia penilai Ars ip sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) bertugas u n t u k
melakukan penilaian Arsip yang akan dimusnahkan.

(3) Panit ia penilai Arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur:
a. pimpinan unit Kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;
b. pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota;
c. arsiparis sebagai anggota.

Pasal 37

(1) Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintahan Daerah yang memiliki retensi di
bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah, BUMD,
dan Kepala Desa setelah mendapat:
a. pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip; dan
b. persetujuan tertulis dari Bupati.

(2) Pelaksanaan pemusnahan  A r s i p  d i  l i ngkungan  Pemer intahan D a e r a h
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan di
Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintahan Desa.

Pasal 38

(1) Pemusnahan Arsip d i  lingkungan Pemerintahan Daerah yang memiliki retensi
sekurang-kurangnya 1 0  (sepuluh) t a h u n  di tetapkan o l e h  B u p a t i  setelah
mendapat:
a. pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip; dan
b. persetujuan ter4alli K e p a l ' a  R I .

(2) Pelaksanaan pemusnahan  A r s i p  d i  l i ngkungan  Pemer intahan D a e r a h
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
yang membidangi tugas arsip daerah.

Pasal 39
(1) Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintahan Desa wajib menyerahkan Arsip

statis kepada Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah.
(2) Arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah arsip yang:

a. memiliki nilai guna kesejarahan; dan
b. telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan sesuai dengan J J .



(3) Selain Arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), arsip yang tidak
dikenali Penciptanya atau karena tidak adanya JRA dan dinyatakan dalam DPA
oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah dinyatakan sebagai
lAd- s ip

Pasal 40
Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, Perguruan Tinegi, dan Perusahaan
bertanggung jawab atas autentisitas, reliabilitas dan keutuhan Arsip statis yang
diserahkan. kepada Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah.

Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan Arsip inaktif, pemusnahan Arsip yang
tidak bernilai guna dan penyerahan Arsip statis serta ketentuan mengenai JRA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasa1 42
(1) Perangkat Daerah, B U M D ,  Pemerintahan Desa,  Perguruan Tinggi, d a n

Perusahaan wajib membuat program Arsip vital atas kegiatan yang didanai dari
APBD.

(2) Program Arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
kegiatan:
a. identifikasi;
b. per1Lindurigan dan peng.oananan; dan
c. penyelamatan dan pemulihan.

(3) Perangkat Daerah, B U M D ,  Pemerintahan Desa,  Perguruan Tinggi, d a n
Perusahaan yang tidak membuat program Arsip vital sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, yang dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. penundaan kenaikan gaji berkala; dan
c. penundaan kenaikan pangkat yang dari unsur Perangkat Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program Arsip vital sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Baeian Ketiga
Pengelolaan Arsip Statis

Paragraf 1
Unitun

Pasal 43
(1) Pengelolaan Arsip statis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

tugas arsip daerah.
(2) Pengelolaan Arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. akuisisi  Arsip st-atis;
b. pengolahan Arsip statis;
c. preservasi Arsip statis; dan
d. akses Arsip statis.

Paragraf 2
Akuisisi Arsip StatiS

Pasal 44
(1) Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah melaksanakan akuisisi

Arsip statis meliputi Arsip statis yang telah diverifikasi secara langsung maupun
tidak langsung dan membuat DPA serta mengumumkannya kepada publik.

(2) Setiap orang yang memiliki atau menyimpan Arsip statis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib menyerahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi
tugas ars ip  daerah berdasarkan syarat-syarat y a n g  d i te tapka tda lam
peng-araumati .T3 P£.



Pasal 45
(1) Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah melaksanakan akuisisi

Arsip s ta t is  d a r i  Perangkat Daerah, BUMD,  Pemerintahan Desa, lembaga
pendidikan dan perusahaan yang memperoleh anggaran dari  APBD dan/atau
bantuan luar negeri.

(2) Akuisisi Ars ip  stat is  o leh Perangkat Daerah yang membidangi tugas ars ip
daerah diikuti dengan peralihan tanggung jawab pengelolaannya.

Paragraf 3
Pengolahan Arsip Statis

Pasal 46

Pengolahan Arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) hu ru f  b
dilaksanakan berdasark-nn:
a. asas asal usul;
b. asas aturan asli; dan
c. standar deskripsi Arsip statis.

Paragraf 4
Preservasi Arsip Statis

Pasal 47

(1) Preservasi Arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huru f  c
dilakukan untuk menjarnin keselarnatan dan kelestarian. Arsip statis.

(2) Preservasi Arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan
cara preventif dan kuratif.

(3) Preservasi Arsip statis dengan cara preventif sebagaimana ciimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan:
a. penyimpanan;
b. pengendalian hama terpadu;
c. reproduksi; dan
d. perencanaan menghadapi bencana.

(4) Preservasi Arsip stalls dengan cara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui  perawatan Arsip statis dengan memperhatikan keutuhan
infermasi yang dikandung dakun Arsip stafis.

Paragraf 5
Akses Arsip Statis

Pasal 48

(1) Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah menjamin kemudahan
akses Arsip statis bagi kepentingan peneguna Arsip.

(2) Akses Arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka
pelayanan publik dan dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan
keselarnath n Arsip.

(3) Akses Arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan
pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(4) Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melaksanakan pelayanan berdasarkan norma, standar, prosedur
dan kriteria pelayanan yang ditetapkan oleh ANRI serta menyediakan fasilitas
untuk kepentingan akses sesuai dengan peraturan perundang-undang



Pasa149

(1) Arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum.
(2) h e d  Pencip+La ,Airsip rneneta.pkaAn. persyaratan t i l l  4 - ,  ,LA.r1  + u t . . . . " T h a , . . i c a f '  kg." . 4 A , , , r s i p

statis maka akses dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 50

(1) Kepala Perangkat Daerah yang  membidangi tugas ars ip  daerah dapat
me,n37atakan Arsip s4-Latis yang dinyatakan tertutup rnenjadi Arsip statis yang
dinyatakan terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh
lima) tahun.

(2) Arsip statis dapat dinyatakan tertutup apabila memenuhi syarat-syarat yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk kepentingan penelitian d a n  pengembangan i l m u  pengetahuan,
kepentingan penyelidikan dan penyidikan, Arsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diakses dengan kewenangan. Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi tugas arsip daerah vane bernedoman pada Peraturan Kepala ANRI.

Pasal 51

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah berwenang
menetapkan keterbukaan. Arsip statis .se velum 25 (dua puluh lima)) tahun masa
penyimpanan dengan pertimbangan:
a. tidak menghambat proses penegakan hukum;
b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan inteiektuai

dan pelindungan dan persaingan usaha tidak sehat;
c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
d. tidak mengungkapkan kekayaan a l a m  Indonesia yang  masuk  dalam

kategori dilindungi kerahasiaannya;
e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;
f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;
g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan

terakhir ataupun v.rasiat seseor.ing kecuali kepada yang berha•kl secara
hukum;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut siiatnya

perlu dirahasiakan
(2) Penetapan Arsip statis menjadi tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

ayat (2) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip
daerah dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi
dengan Pencipta Arsip yang menguasai sebelumnya.

(4) Penetapan keterbukaan Arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan per p e r u n d a n g  unda.ngan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak arsip statis
diterima oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah.

Pasal 52

113Ketentuan lebih lanjut mengenai akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses Ars'
statis sebaeaimana dimaksud dalam Pasal 4 4  sampai dengan Pasal 51 d ia  r
dengan Peraturan Bupati.



BAB IV
AUTENTIKASI

Pasal 53

(1) Perangkat Daerah,  B U M D ,  Pemerintahan Desa,  Perguruan Tingg i ,  d a n
Perusahaan dapat membuat Arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan
alih media dalam bentuk media elektronik danlatau media lain.

(2) Autentikasi Arsip statis dan/atau Arsip hasil alih media sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas
arsip daerah.

(3) Ketentuan mengenai autentikasi Arsip statis dalam bentuk elektronik dan/atau
hasil -"1-1 media sebagnirnana dimaksud pada ayat (1) hams dapat dibuktikan
berdasarkan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah berwenang melakukan
autentikasi Arsip statis dengan dukungan pembuktian.

(2) Un tuk  m e n d u k u n g  kapab i l i tas ,  kompetens i ,  s e r t a  kemand i r i an  d a n
integritasnya dalam melakukan fungsi dan tugas penetapan autentikasi suatu
Arsip statis, Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah hares
didukung peralatan dan teknologi yang memadai.

(3) Dalam menetapkan autentikasi suatu  Arsip statis, Perangkat Daerah yang
membidangi tugas ars ip  daerah dapat  berkoordinasi dengan instansi  yang
memiliki kompetensi.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

(1) Masyarakat dapa t  berperan ser ta  da lam penyelenggaraan Kearsipan b a l k
perseorangan, organisasi politik, maupun organisasi kemasyarakatan.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
a. perlindungan;
b. penyelamatan;
c. pengawasan; dan
d. sosialisasi kearsipan.

(3) Tata cam peran serta sebagaimana dimaksud pada. ayat (2)diatur lebih
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

(1) Dalam rangka penyelamatan Arsip statis, Pemerintah Daerah dapat memberikan
penghargaan kepada masyarakat.

(2) Penghargaan sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 1 )  d i be r i kan  kepada
masyarakat yang memberitahukan keberadaan dan/atau menyerahkan Arsip
Static rang I P A  kepada Perangkat y a n g  membidangi tugas
arsip daerah.

(3) Ketentuan l e b i h  l a n j u t  mengenai  pemberian penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ay a L ( 1) diatur dengan Pera. I uran Bupati.

Pasal 57

Organisasi pol i t ik,  organisasi kemasyarakatan, d a n  perseorangan menyerahkan
Arsip statis kepada Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah ses
dengan peraturan perundang-undangan. I



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 58

(1) Biaya penyelenggaraan Kearsipan berasal dar i  APBN dan/a tau  APBD serta
sumber dana lain yang sah.

(2) Biaya perlindungan dan penyelamatan Arsip akibat bencana yang terjadi d i
Daerah yang t idak dinyatakan sebagai bencana nasional sebagaimana yang

flQ1*-1-11.=)Q01 20 a r t  (1) rriPnj.di. foriamingj.w1-% Pemr.r;ril-h

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan
Ke- n a e r -

(2) Pembinaan d a n  pengawasan sebagaimana dimaksud pada  aya t  (1)  dapat
dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip
daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di  lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang Kearsipan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah Pejabat Peeawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

tql P e r t r i . v ;  Negeri Sipil se.bagaimaria dimaksud pada ayat (1)V-1/
adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kearsipan agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang  d i lakukan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Kearsipan;

c. meminta keterangan d a n  bahan b u k t i  dan o r a n g  pr ibad i  a t a u  Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kearsipan;

d. memeriksa buku ,  catatan, d a n  dokumen l a i n  berkenaan dengan t indak
pidana di bidang Kearsipan;

e. melakukan penggeledahan un tuk  mendapatkan bahan buk t i  pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Kearsipan;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Kearsipan;
i. memanggil orang u n t u k  d i  dengar keterangannya dan diperiksa ebaga i

e n  a - A v . ,  ' , W I  '1 C .  el. 1)w im.; •
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menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tin.dak

pidana di bidang Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum
meialui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Pihak Ketiga yang tidak menyerahkan Arsip yang tercipta dari kegiatan yang
dicl̂  A e n g a n  AA DOT-I clan/ atau l u a r  negeri sebcigairnana dirnaks'ad
Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 62

Setiap orang yang dengan sengaja t idak menjaga keautentikan, keutuhan,
keamanan, keselamatan Arsip Daerah yang terjaga untuk kepentingan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27  dipidana dengan pidana penjara paling
1^m" 1 (s^tu) d e n d a  p^"ng b^-1:7-̂ 1r. Rp. 25.000.000, (- i l ia -11.kh " l a
juta rupiah).

Pasal 63

Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan Arsip t idak sesuai dengan
prosedur yang benar sc:bagaimana. dirnalcsud dalarn Pasal 34  a.yat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 64

Setiap orang yang memperival belikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai
guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
t-ahun atau clenda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima i-atus r u p i a h ) .

Pasal 65
Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (Hula) tal iun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua rains
lima puluh juta rupiah).

Pasal 66

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasa 6 5
adalah keiahatan..



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama I.
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanegal diundanekan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-
Una.

Ditetapkan di Ampana
tanggai 46 Mt/ember 2 0 1 6

9 A
UPATI TOJO UNA-UNA,

LAHAY

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 83,06/2016.



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 -  TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEARSIPAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pengeloiaan dan penyelenggaraan administrasi Pemerintah di
Daerah, Arsip merupakan bagian bahan pertanggungjawaban nasional yang harus
dipelihara d a n  cl iamankan u n t u k  bahan  b u k t i  d a n  b a h a n  penel i t ian ser ta
diberday,akan k e i a n g s u n g a n  jalann:yra pernerintahan.

Untuk mewu judkan  s is tern  penyelenggaraan Kears ipan D a e r a h  y a n g
komprehensip d a n  terpadu, m a i m  per iu  membangun sua tu  Sistem Kearsipan
Nasional yang meliputi Sistem Kearsipan Nasional berfungsi menjamin ketersediaan
arsip yang autentik, utuh dan terpercaya serta mampu mengidentifikasi keberadaan
Arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada
semua organisasi Kearsipan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal as3
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan pelatihan kearsipan adalah
pelatihan teknis kearsipan dalam rangka peningkatan kompetensi dan
profesionalitas u n t u k  menduduki jabatan yang berkaitan dengan fungsi
dan tugas di bidang kearsipan.

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Yang climaksud dengan sistem kearsipan yang serasi dan terpadu dengan
sistern kearsipan riasional adalah sistem kearsipan Kabupaten Tajo Una-
Una tidak boleh tertentangan dengan sistem kearsipan Nasional.

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup ielas

Pasal 6
Cukup jelas



Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
111
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Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Hiar if a

Untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip inakt i f  di Pemerintah
Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi tugas arsip daerah hanya
bertugas mengeioia ars ip  i nak t i f  yang memi l ik i  retensi  sekurang-
kurangnya 10  (sepuluh) tahun  yang berasal dar i  perangkat daerah,
BUMD, Pemerintahan Desa, Perguruan Tinggi, Organisasi Politik dan
ORMAS. U n t u k  ars ip  i nak t i f  yang memi l ik i  retensi  d i  bawah 1 0
(sepuluh) tahun  pengelolaannya masih menjadi tanggung jawab un i t
kearsipan d i  setiap Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintahan Desa,
peruguruan Tinggi, Organisasi Politik dan ORMAS.

Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pa- 1  17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas



Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

D.,....1 ']v1
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup ielas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)

Kewajiban penyerahan Arsip statis oleh Perangkat Daerah, BUMD dan
Pemerintahan Desa dilakukan dalam kedudukannya sebagai unit pengolah
pada Pemerintah Daerah dan dilakukan atas nama Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

13asal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)

Cukup ielas
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud pengolahan arsip statis adalah kegiatan pengendalian
arsip stat is  secara efisien, efekt i f  dan sistematis rneliputi ate. s is i
pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan
publik.

Huruf c
Yang dimaksud preservasi arsip statis adalah kegiatan perlindungan
dan perawatan a r s i p  sehingga a rs ip  s ta t i s  d a p a t  d is impan d a n
dimanfaatkan dalam jangka waktu lama.

Huruf d
Yang dimaksud denean akses arsip statis adalah sistem penyampaian
informasi arsip statis kepada publik



Pasal 44
Ayat (1)

Yang dimaksud ars ip statis yang telah diverifikasi secara langsung
maupun +Liciak larigsung adalah verifikasi terhadap arsip statis yang
tercantum d i  da lam JRA yang berketerangan dipermanenkan d a n
verifikasi terhadap ars ip yang belum tercantum dalam JRA tetapi
merniiiki n i ia i  guna kesejarahan dengan d idukung oieh bukt i -bukt i
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45
Cukun ielas

Pasal 46
Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas asal usul" adalah asas yang dilakukan
untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu  kesatuan Pencipta
Arsip (provenance), t i d a l  dicarnpur dengan arsip yang berasal dan.
Pencipta A rs i p  l a in ,  sehingga ars ip  dapa t  melekat  pada  konteks
penciptaannya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas aturan asli" adalah asas yang dilakukan
untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya
(original order) a t a u  sesuai dengan pengaturan ket ika ars ip masih
digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pencipta Arsip.

Huruf c
Yang d imaksud  dengan "s tandar  deskr ips i  a r s i p  s ta t i s "  ada lah
ketentuan dasar  da lam mendeskripsikanimerelcam informasi a rs ip
tatis.

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan autentikasi ars ip  stat is adalah pernyataan
tertulis a t a u  t anda  yang  menunjukkan bahwa  ars ip  s ta t i s  yang
bersanekutan adalah asli atau sesuai dengan aslinva.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas



Pasal 55
Ayat (1)

Yang ciimaksud dengan masyarakat adalah sebagian, sekelompok,
suata komunitas tertentu, dais/  wail rnasyaraLkat umurn  /13̂ 'ILC yang
terhimpun d a l a m  s u a t u  w a d a h  organisasi m a u p u n  y a n g  t i d a k
terhimpun dalam organisasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas
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Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jeias
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pa.sal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup j eias
Pasal 67

Cukup jelas
Pasal 68

Cukup j e l a f


